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ABSTRAKSI

FEBRY PURWANA. 2022. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Terhadap Pemerintahan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
Dibimbing oleh Suwardhi Pantih dan Imanuel N Tadanugi.

Kata Kunci : Pengawasan BPD Desa Toini Kecamatan PosoPesisir Kabupaten
Poso.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan di Desa Toini
Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Di karenakan beberapa permasalahn
salah satunya adalah kurang efektifnya pengawasan BPD dalam mengawasi
pemerintahan dan masih kurangnnya hubungan kerja sama antara Kepala Desa
dengan anggota BPD. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah Kualitatif deskriptif, yaitu Pengumpulan data dengan di lakukannya
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.Adapun landasan teori yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah Teori menurut Maringan (2004:62) yaitu:Yang
pertama adalah Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
atasan untuk mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh organisasi
untuk menilai kemajuan dan kemunduran organisasi. Yang kedua Pengawasan
dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar organisasi untuk
kepentingan tertentu. Yang ketiga Pengawasan preventif, yaitu pengawasan
dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan Dengan tujuan untuk mencegah
terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kerja. Dan yang keempat
Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya
pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.Hasil dari
penelitian ini dapat di ketahui bahwa BPD di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir
Kabupaten Poso sudah melaksanakan pengawasan desa sesuai dengan Perundang-
undangan Nomor 06 tahun 2014, tetapi demikian masih ada beberapa kendala
yang mempengaruhi pengawasan BPD di desa Toini seperti masihkurangnnya
komunikasi antara BPD dan aparatur desa.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan
otonomi daerah. Pemerintah desa adalah unit utama dalam mendukung daerah
setempat dan memimpin penting untuk kemajuan, semuanya setara. Oleh
karena itu, upaya membentengi kota merupakan tahapan untuk mempercepat
penerimaan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa
merupakan sub-susunan organisasi pemerintahan, sehingga desa mempunyai
kedudukan untuk mengarahkan dan mengurus kepentingan daerah setempat.

Dalam melaksanakan kemerdekaan provinsi, akan bergantung pada
status legislatif daerah untuk menyusun kerangka pemerintahannya untuk
membuat kemajuan yang menarik, produktif, lugas, dan bertanggung jawab
serta mendapatkan dukungan dari daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahannya. administrasi. Dalam pelaksanaan pembenahan desa, penting
untuk mengkoordinir suatu perkumpulan yang dapat menggerakkan daerah
setempat untuk memiliki pilihan untuk ikut serta melakukan kemajuan kota dan
menyelesaikan organisasi desa. Dengan demikian, diyakini pergantian
peristiwa dan pelaksanaan penataan kota akan berjalan lebih wajar, bukan
hanya karena permintaan-permintaan mendalam yang sulit dilegitimasi

(Suwignjo, 1982:1).



Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah daerah, pengertian desa adalah sebagai berikut: desa atau nama lain
yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang
mempunyai batas-batas wilayah yang disahkan untuk menguasai dan
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan daerah sekitarnya
dengan memperhatikan penggerak daerah setempat, kebebasan memulai, serta
hak-hak istimewa konvensional yang dirasakan dan diperhatikan dalam
pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Peraturan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi pasal 1 ayat
43) sebagaimana dimaksud oleh Widjaja dan Peraturan Daerah Nomor 23
Tahun 2014 di atas, jelas kota merupakan daerah yang mandiri, yaitu daerah
yang mengatur dirinya sendiri. Bahwa kota memiliki kekuasaan untuk
mengawasi dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai dengan keadaan dan
keadaan sosial sosial terdekat, tempat kota yang telah bersertifikat
kemerdekaan sangat vital sehingga memerlukan pertimbangan yang
disesuaikan mengenai pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah desa dalam menyelesaikan kewajibannya dan menawarkan
jenis bantuan kepada daerah harus benar-benar fokus pada hubungan asosiasi
yang berfungsi dalam organisasi administrasinya. Organisasi di lingkungan
pemerintah desa bermaksud agar dalam menyelesaikan tugas perbaikan
memiliki pilihan untuk menawarkan jenis bantuan kepada daerah, semua

perangkat pemerintah desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan



Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami batas yang
menjadi wewenang dan kewajiban masing-masing(Widjaja, 2010).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama
lain adalah suatu yayasan yang melakukan pekerjaan pemerintahan yang
perseorangannya merupakan utusan dari penduduk kota mengingat gambaran
wilayah yang belum sepenuhnya ditetapkan untuk mengurus kepentingan
daerah setempat(Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum. 2015:215).

Pembicaraan tentang BPD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 pasal 209 menyebutkan bahwa BPD memiliki kemampuan menyusun
pedoman kota, yang dapat menjabat dengan batas waktu 2 (dua) kali masa
jabatan. Selanjutnya dalam regulasi yang sedang berjalan, khususnya Undang-
Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 yang termuat dalam Pasal 55
dimaklumi bahwa BPD memiliki 3 (tiga) kemampuan, khususnya memeriksa
dan menetapkan rancangan peraturan kota dengan Kepala Kota, mewajibkan
dan mengalihkan kerinduan daerah kota, dan mengarahkan pameran kepala
kota. Dengan demikian, BPD dapat menjabat selama 3 (tiga) kali masa jabatan,
baik secara berurutan maupun tidak.

Dengan cara seperti itu, pelaksanaan pemerintahan kota yang kuat
sangat penting. Pemerintah kota adalah lembaga yang memainkan peran cukup
besar dalam membangun dan mengawasi pemerintahan di kota. Pemerintah
kota sebagai pemimpin di kota mengambil bagian yang berfungsi dalam
menentukan strategi dan melakukan kemajuan di kota. Juga, pemerintah kota

harus membangun asosiasi dengan BPD, daerah rahasia dan daerah setempat.



Kota Toini merupakan salah satu kota yang berada di pinggiran pantai
kecamatan Poso dimana mata pencaharian pokoknya adalah peternak dan
pemancing, pemerintah daerah Poso menempatkan lahan pertanian sebagai
salah satu kebutuhan pokok yang harus dikembangkan.

Di sini kita bisa melihat bahwa persiapan dalam membina sebuah kota
adalah sesuatu yang vital. Hal ini juga tak terpisahkan dari sifat pameran
perakitan mekanik pemerintah kota itu sendiri untuk membuat dan memberikan
kepercayaan lokal. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah kota untuk
memenuhi kerinduan daerah setempat dengan mengikutsertakan BPD dalam
mengatur pembenahan kota. BPD sebagai subjek administrasi dalam
pemerintahan kota merupakan salah satu sarana bagi daerah untuk mengatur
pemerintahan kota. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap
kewenangan pemerintah kota akan menjadi tolak ukur kemajuan hasil
perbaikan kota. Dengan demikian akan menumbuhkan penggerak daerah dan
pengembangan diri serta efektif ikut membantu BPD dalam mengelola
perangkat pemerintahan kota.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mendapat beberapa
permasalahan yang ditemukan dalam hal peranan BPD dalam mengawasi
pemerintah desa di Desa Toini kecamatan Poso Pesisir, yaitu kurang
berjalannya fungsi kepengawasan BPD selaku badan legislatif pengawasan
desa dalam mengawasi aparatur desa, kurang berjalannya hubungan kerjasama
yang baik antara kepala desa dan BPD, kebijakan yang di keluarkan oleh

pemerintah desa tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan sistem



pemerintah desa yang bersifat tidak demokratis. Keempat permasalahan di atas
terjadi karna kurangnnya komunikasi antar petugas pemerintah desa Selain itu,
kekecewaan terhadap sistem sentral demokrasi, khususnya strategi atau
pedoman yang diberikan tidak dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat
desa dan kerangka pemerintahan desa yang tidak demokratis, dalam banyak
kasus tidak adanya transparansi antara BPD dan Pemerintah desa Toini,
Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. BPD memiliki kemampuan penting
dalam memutuskan kebijakan desa dan pengawasan yang dilakukannya kepada
pemerintah desa karena merupakan badan pengawasan desa. Pengawasan
terhadap pelaksanaan pemerintah mungkin merupakan pembenaran utama
mengapa BPD harus ditata. Upaya pengawasan diharapkan dapat mengurangi
penyalahgunaan wewenang dan keuangan desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Dari uraian pada latar belakang terebut, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan di Desa Toini Kecamatan Poso

Pesisir Kabupaten Poso”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di tersebut maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap

Pemerintahan di Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir Kab.Poso?



2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan di Desa Toini

Kecamatan Poso Pesisir KabupatenPoso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui sejauhmana pengawasan BPD terhadap Pemerintahan di
desa Toini kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan
BPD terhadap Pemerintahan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir
Kabupaten Poso.

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintah desa di dalam
lembaga pendidikan dan juga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso Poso.

b. Diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan aparatur desa Toini, untuk
menambah informasi dan pengetahuan bagaimana kepengawasan BPD

terhadap aparatur desa Toini kecamatan Poso Pesisir kabupaten Poso.
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